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Diana Ramli (B111 13 07). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami 
Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs). dibimbing oleh Bapak Slamet Sampurno selaku 
Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian 
yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam Putusan Nomor : 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang 
dilakukan suami terhadap istrinya dalam Putusan Nomor : 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini, yakni di Pengadilan Negeri Klas IB Maros. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan 
Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan 
kesimpulan atas permasalahan. 
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2016/PN.Mrs telah 
sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana, hakim telah 
memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta yang terungkap 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian setiap orang dalam 
berumah tangga harus didasari oleh agama. Karena keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan damai 
merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.  
Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 LN 
2019: perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia adalah mahluk sosial yang 
saling membutuhkan satu sama lain, manusia hanya dapat 
melangsungkan hidupnya hanya jika ia berinteraksi dengan manusia 
lainnya. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 
kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah 
tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat 
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hukum yang memadahi untuk menghapus kekerasan dalam rumah 
tangga tersebut. 
Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikilogis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Dalam kehidupan pernikahan setiap orang mendambakan 
kehidupan yang nyaman dan tentram, akan tetapi tidak semua yang 
dicita-citakan itulah yang terjadi. Karena dalam kenyataannya, kasus 
kekerasan dalam rumah tangga masih terbilang tinggi di Indonesia. 
Pernikahan yang sejatinya merupakan tempat berkasih sayang yang 
sesungguhnya, justru seringkali menjadi momok pelampiasan 
kemarahan dari salah satu pihak. Hal-hal kecil yang seharusnya 
dibicarakan secara baik-baik tetapi tidak dalam waktu yang tepat pun 
dapat menjadi hal yang besar jika ditanggapi dengan tidak baik. 
Tempat terakhir yang semestinya menjadi tempat ternyaman untuk 
mencurahkan segala keluh kesah justru seringkali menjadi agen 
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kriminal dengan segala bentuk alasan, diantaranya pelampiasan 
emosi dan khilaf atau melakukannya secara tidak sengaja. 
Menurut catatan Komnas perempuan pada tahun 2015 dari 
11.207 kasus di ranah kekerasan dalam rumah tangga 60 persennya 
merupakan kekerasan terhadap istri. Kekerasan disini dapat berupa 
macam-macam, misalnya kekerasan seksual, kekerasan tertutup 
seperti hinaan dan ancaman serta kekerasan fisik. Kekerasan fisik 
yang dapat dilihat seperti perkelahian, pukulan sampai penganiayaan 
yang berujung pada kematian. 
Suami merupakan kepala keluarga yang berwenang untuk 
membimbing seluruh anggota keluarga, bertugas untuk menjaga 
keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah 
tangga suami merupakan sosok tegas yang hadir untuk 
menyelesaikan masalah dengan cara yang mendidik. Akan tetapi tidak 
semua dalam kehidupan rumah tangga dapat dijumpai keadaan yang 
demikian, bahkan hanya ada sedikit saja. Sebaliknya akan lebih sering 
disaksikan perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan 
oleh suaminya sendiri. Pada kenyataannya seorang istri dipandang 
sebagai seseorang yang harus melayani suami dalam keadaan 
apapun, tentu hal ini akan menimbulkan banyak masalah sehingga 
muncullah berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
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Kehidupan suami istri merupakan sebuah hubungan yang 
rentang, ikatan lahir bathin yang timbul karena adanya ikatan 
perkawinan ini melahirkan beberapa tanggungjawab yang individu 
menanggapinya secara berbeda-beda. Jika diperhatikan orang yang 
mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis biasanya 
timbul karena masalah ekonomi, tidak bisa saling memahami bahkan 
bosan. Tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang sudah berlangsung 
selama bertahun-tahun akan tetap baik-baik saja dan semua masalah 
dapat diselesaikan dengan bijak. Hubungan suami-istri yang terjalin 
selama bertahun-tahun pun sangat rentang terkena masalah, bahkan 
masalah kecil dapat menjadi masalah besar karena selama mereka 
menjalani kehidupan rumah tangganya, mereka sudah saling 
memahami masing-masing kelebihan dan kekurangan. 
Hukum lahir untuk memberikan perlindungan terhadap siapa 
saja yang haknya dilanggar dalam bentuk undang-undang. Termasuk 
perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi korban kekerasan 
dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga. Hanya karena terdapat aturan yang melarang 
perbuatan tersebut bukan berarti tingkat pelanggarannya rendah, 
justru dari data Komnas Perempuan tersebut diatas menunjukkan 
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bukti bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup 
rumah tangga terus meningkat, ini menunjukkan  bahwa tingkat 
kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. 
Kejahatan yang berupa kekerasan secara fisik yang dilakukan 
oleh suami terhadap istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan 
dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik yang berupa 
pemukulan menimbulkan efek terhadap korban dalam hal ini istri 
diantaranya kepercayaan diri yang semakin menurun terhadap 
suaminya, cacat mental, cacat fisik hingga sampai kepada kematian. 
Seringkali dikabarkan dalam media seorang istri yang 
meninggal karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam 
keadaan emosi seorang suami pun dapat bertindak di luar akal sehat 
seperti mengakhiri hidup sang istri yang telah merawatnya selama ini. 
Karena dalam keadaan emosi seseorang tidak bisa berfikir dengan 
jernih sehingga apapun keputusan yang diambil bisa beakibat fatal. 
Suami merupakan kepala keluarga sedangkan istri wajib untuk 
memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berada dalam 
keluarga tersebut. Seorang suami harus memahami dengan benar 
pribadi istri begitupun sebaliknya. Hukum mengatur semua hal dengan 
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detail, bahkan masalah kewajiban suami-istri, fenomena sosial yang 
terus berkembang dalam masyarakat membuat beragam masalah pun 
muncul. Kasus penganiayaan dan pembunuhan pun merupakan hal 
yang biasa kita saksian di media. Hukum sepertinya tidak lagi bisa 
membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang, 
karena dalam kenyataannya orang bisa dengan mudahnya mengambil 
nyawa orang lain, bahkan nyawa dari anggota keluarga sendiri. 
Pada tahun 2016 tepatnya di bulan April telah terjadi tindak 
kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada kematian yang 
dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Kabupaten Maros. Hakim 
menjatuhkan putusan 15 tahun penjara kepada terdakwa karena telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah 
melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan matinya 
orang. Namun, jaksa dalam dakwaan primairnya mendakwa terdakwa 
dengan pasal 340 KUHP, subsidiair pasal 338 KUHP, lebih subsidair 
pasal 351 ayat (3) KUHP dan kedua pasal 44 ayat (3) UU. No.23 
Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
Berdasarkan  uraian  diatas,  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  
suatu  kajian  ilmiah  dalam  bentuk  penelitian  yang  sistematis  dan  
mendasar  mengenai  tindak  pidana  kekerasan fisik menyebabkan 
kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya. Sehingga  Penulis  
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memilih judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik 
Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya 
(Studi Kasus Putusan Nomor 133/PID.B/2016/PN.Mrs)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 
yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan 
suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan 









C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian 
yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap terhadap tindak pidana kekerasan fisik 
menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya 
dalam perkara nomor 133/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami 
Terhadap Istrinya sebagaimana telah disinggung dimuka, diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran dan literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang 




2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau 
referensi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya bagi 
kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan 
penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis tindak pidana 
kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami 
terhadap istrinya. 
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan 
















A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yakni, tinjauan dan 
yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan 
adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan 
sebagainya).1 Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata 
Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.2 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 
pandangan atau pendapat dari segi hukum. 
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi 
hukum, sedangkan hukum yang penulis akan kaji adalah hukum 
menurut ketentuan pidana formil dan materiil. Pengertian tinjauan 
yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana 
tentang apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan 
sanksi tehadap pelaku tindak pidana. 
                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 
(Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1479 
2 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h.51 
11 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”.  Berbagai literatur dan 
undang-undang menyebutkan bahwa terjemahan dari istilah 
strafbaar feit ini adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, 
pelanggaran hukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 
yang dapat dihukum dan perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. 
Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dengan 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat 
dan boleh. Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Secara literlijk kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan 
istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga 
dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum itu adalah 
terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan 
recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya.3 
                                                          
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-




Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai 
terjemahan feit, seperti yang telah lama kita kenal perbendaharaan 
dalam ilmu hukum, misalnya istilah materieele feit atau formeele 
feit (feiten een formeele omschhrijving, untuk rumusan perbuatan 
dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah feit dalam banyak 
rumusan norma-norma tertentu dalam Wvs (Belanda) demikian 
juga Wvs (Nederland Indie/Hindia Belanda), misalnya pasal 
1,44,48,63,64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh ahli hukum dengan 
perbuatan, dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun 
pelanggran. 
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai 
oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan 
isi pengertian dari strafbaar feit (diterangkan dalam pidato beliau 
pada saat Upacara Dies Natalies ke VI, 1955 Universitas 
Gajahmada yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan 
Jawab Pidana Dalam Hukum Pidana”), walaupun istilah delik 
pernah juga digunakan oleh beliau. 
Begitu juga Prof. Ruslam Saleh, S.H. menggunakan istilah 
perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau “Perbuatan Pidana 
dan Tanggung Jawab Pidana”. Istilah perbuatan pidana ini pernah 
juga digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam UU No. 
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1/Drt/1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil” (baca Pasal 
5). 
Moeljatno mengguanakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan 
tersebut” 
Pandangan Moeljano terhadap perbuatan pidana seperti 
tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, 
menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan 
dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan 
antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut 
pandangan dualisme, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya 
Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin. 
Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang 
menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum” 4. 
                                                          




Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan 5. 
R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan 
atau membera definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun 
juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, 
“peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan penghukuman”. 
Dari beberapa rumusan tentang tindak pidana yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-
undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat 
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari 
sudut teoritis dan (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis 
ialah berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
                                                          
5 Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I, PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta, hal. 16 
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rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. 
a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang 
adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan 
pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan 
pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya 
dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang melakukan 
perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain 
dari pengertian perbuatan pidana. 




1) Perbuatan/rangkain perbuatan (manusia) 
2) Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-
undangan 
3) Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 
penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap 
perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 
(pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat 
diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak 
dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan 
bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur itu 
tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang 
melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik 
unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia; 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Dalam peraturan perundang-undangan. 
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Dapat dilihat unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, ialah bahwa 
tindak pidana itu adalah: perbuatan manusia yang dilarang, 
dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi 
yang melakukannya. Dari unsur-unsur tersebut jelas terlihat 
bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. 
Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat 
penganut paham monisme, memang tampak berbeda. 
Berikut rumusan dari penganut paham monisme yakni 
Jonkers dan Schravendijk. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham 
monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 




Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya 
secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat) 
5) Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak 
berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, 
ialah: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai 
perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. 
b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan 
buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah 
laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. 
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Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek 
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan 
tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsuretindak pidana, 
yaitu: 
1) Unsur tingkah laku. 
2) Unsur melawan hukum. 
3) Unsur kesalahan. 
4) Unsur akibat konstitutif. 
5) Unsur keadaan yang menyertai. 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
Dari delapan unsur itu, diantaranya dua unsur yakni 
kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur 
subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur 
obyektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya 
bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan 
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mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa 
dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik 
(melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat 
“tanpa izin pemerintah”, juga pada pasal 253 pada kalimat 
“menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah 
berupa melawan hukum obyektif. Tetapi ada juga melawan 
hukum subyektif misalnya melawan hukum dalam penipuan 
(oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman 
(afdreinging, 369) dimana disebutkan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan 
memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subyektif, 
artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda 
orang lain yang ada dalam kekuasannya itu adalah 
merupakan celaan masyarakat. 
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah 
sesuatu yang asing yang didengar akhir-akhir ini. Pemberitaan 
mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita 
yang menarik di tanah air. 
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Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 
Sejauh ini, penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak 
adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun tidak dapat 
dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. 
Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. 
Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk 
melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk 
dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya 
kesetraan dalam rumah tangga. 
Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang 
dilakukan oleh pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk 
mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku 
berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu 
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berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya 
dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain. 
Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja 
atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan 
secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk KDRT. Atau 
seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa 
diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan KDRT. 
Dalam masalah keuangan, uang yang sebenarnya hasil kerja 
sendiri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampas oleh pasangan. 
Hal ini termasuk kedalam kekerasan karena sudah mengambil hak 
yang tidak semestinya. 
Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila 
pasangan bicara dengan gaya yang berlebihan dan sehingga 
menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. 
Apalagi kalau sampai dalam bentuk aktifitas, pasangan selalu berada 
dalam posisi yang disalahkan. Jelas-jelas hal itu termasuk dalam 
kekerasan. 
Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang 
merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa 
adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya Indonesia, 
seorang istri yang harus menurut pada suami padahal keadannya 
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sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka 
secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam 
rumah tangga. 
Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan 
meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan 
pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami 
penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali 
bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau sangat 
disayangi korbannya. Dan ketika kekerasan terjadi bukan di tempat 
yang terisolasi, si korban akan menganggap hal ini wajar. Seorang istri 
harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan 
adalah wajar. 
Kemungkinan yang lain juga adalah bahwa si korban takut 
dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang pada akhirnya dipakai 
pelaku untuk mengontrol perilaku korbannya secara total. 
Menurut berbagai sumber, ada beberapa hal lain yang 
membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya 
yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah : 
1) Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun 
yang terjadi korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas 
dan lapang dada; 
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2) Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena 
pelaku melarangnya bekerja; 
3) Korban tidak punya tempat yang dituju karena pelaku biasanya 
melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain; 
4) Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak-
anaknya; 
5) Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian, dan atau 
6) Korban tinggal dilingkungan yang bisa disebut “permistif” 
terhadap kekerasan terhadap wanita. 
1. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
a. Lahirnya peraturan 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah 
jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan 
dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam 
rumah tangga. 
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah 
tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah 
tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri 
setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
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Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada 
akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah sehingga timbul 
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada 
dalam lingkup rumah tangga. 
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku 
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, 
terutam kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
serta bentuk diskriminasi. 
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta 
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat tau 
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tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat 
(2) UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menentukan 
bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan”. 
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 
kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran 
rumah tangga terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 
sehunungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama 
kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut 
diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh 
karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai 
kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiyaan dan kesusilaan 




Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini 
terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain 
yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, UU No. 1 Tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, 
UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana , Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 
UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Woman), dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
Undang-undang ini selain mengatur ihwal: 
1) Pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga, 
2) Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam 
rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang 
berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur 
dalam KUHP, selain itu undang-undang ini juga 
3) Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, 
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar 
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mereka lebih sensitif dan respontif terhadap kepentingan 
rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan 
dan kerukunan rumah tangga. 
Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, 
Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang 
pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, 
antara lain, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, 
dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk 
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang diatur secara komperehensif, jelas, dan tegas untuk 
melindungi dan berpihak pada korban, serta sekaligus 
memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan 
aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 
b. Pertimbangan Hukum 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak 
mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 
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seksual dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terutama 
kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. 
Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan 
adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan 
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau 
ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 
2. Ruang Lingkup KDRT 
Lingkup rumah tangga menurut Undang-undang ini meliputi: 
a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan 
perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai 
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anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 
tangga yang bersangkutan. 
Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka KDRT 
bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja. 
Tetapi KDRT dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah 
tangga, orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain. 
3. Asas dan tujuan 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan 
asas: 
a. Penghormatan hak asasi manusia; 
b. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan 
kesetraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan 
laki-laki menikmati status yang setara yang memiliki kondisi yang 
sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan secara 
potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara 
proporsional. 
c. Nondiskriminasi; dan 
d. Perlindungan korban. 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
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b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan setara. 
4. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Larangan KDRT menurut UU PKDRT terdapat dalam Pasal 5 
sampai dengan Pasal 9. Setiap oran dilarang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, 
dengan cara: 
a. Kekerasan fisik; 
 Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan 
sebagai rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
b. Kekerasan psikis; 
 Pasal 7 UU PKDRT mengartikan kekerasan psikis sebagai 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya, dan 
atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
c. Kekerasan seksual; 
 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan atau 
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 
untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (Penjelasan Pasal 
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8 UU PKDRT). Berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT tersebut, 
kekerasan seksual meliputi: 
a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 
b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan 
tujuan komersil atau tujuan tertentu. 
d. Penelantaran rumah tangga; 
 Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT, penelantaran rumah 
tangga meliputi: 
a) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersbeut. 
b) Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar sehingga berada di bawah kendali orang 
tersebut6 
 Delik-delik dalam UU PKDRT ini merupakan delik umum. 
Adapun yang termasuk delik aduan sebagai berikut: 
                                                          
6 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 21. 
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1) Tindak pidana kekerasan fisik dan psikis yang 
dikategorikan ringan yang dilakukan suami terhadap 
istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau 
kegiatan sehari-hari (Pasal 51 dan 52 UU PKDRT) 
2) Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan 
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya (Pasal 53 
UU PKDRT). 
Selanjutnya KDRT berdasarkan sebab terjadinya 
menurut  Dedy Fauzi Elhakin (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 
82) dapat dibagi menajdi 2 bagian, yaitu sebagai berikut: 
1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan 
ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini 
pertama berawal dari kekerasan non-fisik, mulai dari sikap 
dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-
lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada 
anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. 
Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga 
terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan 
kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan 
fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan 
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emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. 
Perwujudan tindakan kekerasan tersebut dapat berupa 
penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan 
pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang 
terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan 
tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi 
persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu 
menyelesaikannya. 
2) Kekerasan dalam ruumah tangga sebagai perwujudan 
ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang 
dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi 
secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh 
latarbelakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di 
depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si 
pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga 
kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan 
oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang 
bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan 
perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa 




5. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga 
 Secara teoritis kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis 
adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Namun, yang 
menjadi penekanan disini adalah kekerasan fisik. 
 Berdasarkan UU PKDRT, kekerasan fisik dirtikan sebagai 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 
Dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik dikategorikan ke dalam dua 
kategori yaitu sebagai berikut: 
1) Penganiayaan berat, semua perbuatan yang mengakibatkan: 
a) Cedera berat; 
b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; 
c) Pingsan; 
d) Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit 
disembuhkan atau menimbulkan bahaya mati; 
e) Kehilangan salah satu panca indera; 
f) Mendapat cacat; 
g) Menderita sakit lumpuh; 




i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang 
peprempuan. 
2) Penganiayaan ringan, semua perbuatan yang mengakibatkan: 
a) Cedera ringan; 
b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam 
kategori berat; 
 Melakukan reptisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke 
dalam jenis kekerasan berat. 
D. Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Di dalam BAB XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan 
terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahtan ini adalah 
pembunuhan (doodslag), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. 
Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa 
seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa 
orang lain dengan cara melawan hukum. 
 Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang 
lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu 
rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang 
lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan 
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pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.7 
Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang 
tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya 
akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang 
barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk delik yang 
bersifat materiil. 
Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat 
berwujud macam-macam, yaitu dapat barupa menikam dengan 
pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, 
memukul dengan alat berat, memcekik dengan tangan, 
memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam 
saja ataupun pengabaian. Setelah itu perbuatan tersebut harus 
ditambah unsure kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, 
yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, 
atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat 
itu (opzet bij mogelijk-hedsbewustzijn).8 
Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain 
belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat 
dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana 
                                                          
7 Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal. 
181. 
8 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, 2012, hlm.68. 
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pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara 
perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa 
Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok 
ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut 
dengan kata doodslag itu diatur dalam pasal 338 KUHP. 9 
Tindak pidan pembunuhan biasa ini sering disebut dengan 
istilah tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk 
pokok. Dalam pasal 338 KUHP, yang rumusan berbunyi 
sebagai berikut:10 
“Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan 
nyawa orang lain, dihukum, karena maker mati, dengan 
pidana hukuman penjara selama-lamanya lima belas 
tahun.” 
Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa terdiri 
dari: 
a) Unsur subyektif :dengan sengaja 
b) Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain 
                                                          
9 Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit, hlm. 27. 
10 Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentanya 
Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, hlm.64. 
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Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi 
hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa 
orang lain. Akibat dari perbuatan yang menghilangkan 
nyawa orang lain tidak perlu segera terjadi, bisa saja dapat 
terjadi setelah korban telah dirawat di rumah sakit. 
Seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat 
menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat 
dikatakan melakukan pembunuhan. 
Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan 
suatu tujuan dari perbuatan tersebut. Timbulnya akibat 
hilangnya nyawa orang lain dikarenakan ketidaksengajaan 
atau bukan menjadi tujuan atau maksud, perbuatan tersebut 
tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Mempunyai 
niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain 
merupakan hal yang dimaksud dengan sengaja. 
b. Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi 
Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan 
dengan keadaan yang memberatkan ataupun yang did slam 
doktrin juga sering disebut sebagai gequalificeerde doodslag 
itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diataur 
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dalam Pasala 339 KUHP yang rumusan berbunyi sebagai 
berikut:11 
“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan 
suati tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan 
atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana 
tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan 
tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-
lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha 
melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam 
mempertahankan penguasaan atas benda yang telah 
diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana 
penjara selama-lamanya dua puluh tahun”. 
Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berkualifikasi sebagai 
berikut:12 
a) Unsur Subyektif: 
Dilakukan dengan maksud untuk: 
1) Mempersiapkan, 
2) Mempermudah, 
                                                          
11 Ibid.hlm.42 




- Jika kepergok : 
1. Untuk melepaskan diri sendiri atau 
peserta lain dari perbuatan itu dari 
hukuman, atau 
2. Untuk menjamin pemilikan barang yang 
diperoleh dengan melawan hukum. 
b) Unsur Obyektif : 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa, 
2) Objeknya : nyawa orang lain, 
3) Diikuti, diserta atau didahului dengan tindak 
pidana. 
Pembunuhan dalam pasal ini mempunyai hubungan erat 
dengan tindak pidanaa lain (perbuatan yang dapat dihukum). 
Namun, dalam kejahatan Pasal 339 ini pembunuhan 
(doodslag) adalah yang menjadi pokok. Tindak pidana ini 
merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat 
dimana tindak pidana lain harus menyertai atau mengikuti atau 
mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana itu dapat 
terjadi. 
Pelaku dogolongkan telah melakukan perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 339 KUHP, jika pelaku melakukan 
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pembunuhan dan pelaku juga melakukan tindak pidanalain 
dalam perbuatannya. Meskipun memiliki hubungan antara 
tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana lain tapi 
pertanggungjawabannya harus dipertanggungjawabkan 
sendiri-sendiri setiap perbuatan tindak pidana yang pelaku 
lakukan. 
c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP 
yakni: 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana 
lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, 
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu terntentu, paling lama 20 tahun”. 
d. Pembunuhan Anak atau Bayi 
Jenis tindak pidana pembunuhan bayi secara eksplisit 
diatur dalam ketentuan Pasal 341, 342 dan 343 KUHP. 
Pembunuhan terhadap bayi yang diatur dalam ketiga pasal 
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tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling 
khusus.13 
Sifat khusus dari pembunuhan yang diatur dalam ketiga 
pasal tersebut adalah karena pelaku dalam tindak pidana 
tersebut tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. 
Pembunuhan yang diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP 
mempersyaratkan, bahwa pelaku haruslah berkualitas 
sebagai ibu dari si anak atau bayi yang menajdi korban. 
Pembunuhan bayi pada dasarnya terdiri dari dua 
macam, yaitu pembunuhan bayi biasa dan pembunuhan 
bayi berencana.  
1) Pembunuhan bayi biasa (kinderdoodslag) 
Pembunuhan biasa terhadap bayi atau anak (sendiri) 
diatur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP yang 
menyatakan: 
“Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan 
melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak 
lama kemudian, dengan sengaa merampas nyawa 
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, 
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.” 
                                                          
13 Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Djambatan, Malang, 2002, hlm. 31. 
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Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 341 di 
atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsure-unsur 
pembunuhan (biasa) anak meliputi unsure-unsur sebagai 
berikut: 
1. Unsur obyektif: 
a. Seorang ibu 
b. Karena takut akan ketahuan melahirkan anak 
c. Pada saat anak dilahirkan atau  
d. Tidak lama kemudian (setelah dilahirkan) 
e. Merampas nyawa anak itu 
2. Unsur subyektif : dengan sengaja 
Unsur seorang ibu inilah yang menjadikan tindak 
pidana pembunuhan (biasa) anak bersifat sangat 
khusus. Artinya tindak pidana ini tidak dapat 
dilakukan oleh setiap orang. Pelaku dalam tindak 
pidana ini haruslah seorang ibu dari anak itu. 
Justru karena adanya hubungan yang demikian 
itu, pembunuhan ini disebut sebagai pembunuhan 
anak. Dalam konteks ini pembunuhan anak 




2) Pembunuhan anak berencana (kinder moord) 
Pembunuhan anak berencana atau istilah populernya 
kinder moord diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang 
menyatakan: 
“Seorang ibu, untuk melaksanakan niat yang 
sudah ditentukan karena takut akan ketahuan 
bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak 
dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas 
nyawa anaknya, diancam karena melakukan 
pembunuhan anak sendiri dengan rencana, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun”. 
Berdasarkan rumusan di atas, maka apabila diperinci 
lebih lanjut Pasal 342 KUHP memuat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Unsur seorang ibu. 
2. Adanya niat yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 
3. Karena takut akan ketahuan melahirkan anak. 
4. Pada saat anak dilahirkan, atau tidak lama 
kemudian setelah anak dilahirkan. 
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5. Merampas nyawa anaknya. 
6. Dengan sengaja 
Berdasarkan unsur-unsur di atas terlihat, bahwa 
pembunuhan anak berencana pada dasarnya 
merupakan pembunuhan anak biasa sebagaimana 
diatur dalam pasal 341 KUHP yang ditambah adanya 
unsure rencana terlebih dahulu. Unsure rencana 
terlebih dahulu dalam Pasal 342 KUHP Nampak dari 
adanya niat yang sudah ditentukan sebelumnya. 
e. Pembunuhan atas permintaan korban 
Istilah yang sangat popular untuk menyebut jenis 
pembunuhan ini adalah euthanasia atau mercy killing.14 
Euthanasia dewasa ini merupakan masalah yang menarik 
perhatian orang. Perdebatan konseptual tentang jenis 
pembunuhan ini sempat menghangat terutama di Negara-
negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia. 
Secara konseptual, perdebatan masalah euthanasia ini 
berkisar pada masalah legalitasnya.  
                                                          
14 Adami Chazawi, op.cit, hal. 142. 
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Dalam hukum positif Indonesia, masalah euthanasia atau 
pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344 
KUHP, yang menyatakan : 
“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan 
dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.” 
Berdasarkan ketentuan pasal 344 KUHP di atas tersimpul, 
bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang yang 
terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana. Dengan 
demikian dalam konteks hokum positif di Indonesia, 
euthanasia merupakan tindak pidana. Namun patut dicatat, 
bahwa pasal 344 KUHP hanya dapat diterapkan, apabila 
dapat dibuktikan adanya permintaan yang sungguh-sungguh 
dari korban.15 
Apabila diuraikan tindak pidana yang dirumuskan dalam 
Pasal 344 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Unsur menghilangkan atau merampas nyawa orang 
lain. 
                                                          
15 R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional. Surabaya. 1980, hal. 361. 
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2. Atas permintaan orang itu sendiri. 
3. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. 
Bagaimana membuktikan adanya permintaan yang jelas 
dinyatakan dengan kesungguhan hati itu? Meskipun secara 
ekspilist tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 
jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Tetapi secara 
umum dipahami, bahwa adanya unsure tersebut harus 
benar-benar dibuktikan adanya pernyataan dari korban 
tentang adanya kesungguhan untuk mencabut nyawanya. 
Pembuktian terhadap unsur tersebut misalnya dapat 
dibuktikan dengan adanya keterangan saksi atau ada 
pernyataan secara tertulis. 
f. Mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong atau 
member sarana untuk bunuh diri. 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang 
menyatakan: 
“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya 
membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, 
atau member ikhtiar kepadanya untuk itu, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, 
kalau jadi orangnya membunuh diri”. 
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Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 345 adalah sebagai 
berikut: 
a) Unsur Subyektif : dengan sengaja 
b) Unsur Obyektif : 
1. Membujuk orang lain agar orang itu bunuh diri, 
2. Mendorong orang lain bunuh diri, 
3. Memberikan bantuan daya upaya kepada orang 
lain untuk melakukan bunuh diri, 
4. Bunuh diri itu terjadi atau dilaksanakan. 
Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 
345 KUHP dapat diketahui bahwa pelaku lah yang 
melakukan perbuatan-perbuatan yang mendorong orang lain 
untuk melakukan bunuh diri dengan perbuatan-perbuatan 
membantu dan mengusahakan sarana-sarana untuk 
melakukan bunuh diri. Perbuatan membantu orang lain 
melakukan bunuh diri itu harus dilakukan oleh pelaku saat 
orang tersebut melakukan perbuatannya yang dikehendaki 
oleh undang-undang. 
Di dalam doktrin, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 
345 KUHP sering disebut sebagai suatu ketentuan pidana 
yang sifatnya blangko atau kosong yang artinya bahwa 
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pelaku hanya dipidana jika orang yang dibujuk benar-benar 
meninggal. Hal itu terjadi karena, ketentuan pidana tersebut 
hanya mempunyai akibat hokum berupa dipidananya pelaku, 
jika pelaku melakukan keadaan atau akibat yang tidak 
dikehendaki oleh undang-undang terjadi. 
g. Tindak Pidana Menyebabkan atau Menyuruh Menyebabkan 
Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada 
dalam Kandungan 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap 
kandungan (doodslag op een ongeborn vrucht) diatur dalam 
4 Pasal yakni: Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. 
Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat 
berupa sudah berbentuk mahluk yakni manusia, berkaki dan 
bertangan dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga 
belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). 
a) Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya 
sendiri 
Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh 
perempuan yang mengandung itu sendiri, 
dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP, yakni: 
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Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau mati kandungannya atau menyuruh 
orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-
lamanya empat tahun. 
b) Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa 
persetujuan perempuan yang mengandung 
Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP 
yang rumusannya adalah : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau matikandungannya seorang 
perempuan tidak dengan izin perempuan itu, 
dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. (2) Jika kaena perbuatan itu perempuan itu 
jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 
lima belas tahun. 
c) Pengguguran dan pembunuhan atas persetujuan 
perempuan yang mengandung 
Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP, 
yakni: 
(1)Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau mati  kandungannya seorang 
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perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 
lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan 
itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun. 
d) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh 
dokter, bidan atau juru obat 
Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi 
yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari 
kejahatan sebagaimana yang dicantumkan yang 
dicantumkan dalam Pasal 349 KUHP, yakni: 
Jika seorang tabib, dukum beranal atau tukan 
obat membantu dalam kejahatan yang tersebut 
dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu 
dalam salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman 
ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia 
dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk 







A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri 
Maros. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penulis adalah pada 
Pengadilan Negeri Maros telah tersedia data Sekunder seperti, 
putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan pengadilan, berita 
acara pemeriksaan kepolisian, surat dakwaan requisitor. Semua data 
yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan 
penelitian. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara 
langsung kepada narasumber serta data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (library 
research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-
buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-
dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas 





C. Teknik Pengumpulan Data  
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan 
metode penelitian lapangan (field research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 
litertur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk 
tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan dengan 
permaasalahn dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data 
yang diperlukan. 
2. Metode pengumpulan data 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawan 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. Responden yang akan penulis wawancarai adalah 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros. 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak 




D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisis dan diolah dengan kualitatif untuk 
mengahsikan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna 

















A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami 
Terhadap Istrinya dalam Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs 
Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kasus tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang 
dilakukan suami terhadap istrinya yang diteliti, penulis terlebih dahulu 
akan menjelaskan tentang hukum pidana materiil. Hukum pidana 
materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan 
apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, siapa yang 
dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan 
terhadap pelaku. 
Menurut Tirtaamidjaja, Hukum Pidana Materiil adalah :16 
“kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana 
untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum 
dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.” 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi dan diancam dengan sanksi. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai telah sesuai atau 
belum penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No. 
                                                          
16 Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 2. 
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133/Pid.B/2016/PN.Mrs, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus, dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan JPU, Amar Putusan, yakni 
sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 01:00 WITA, 
bertempat di rumah terdakwa di Dusun Barua Desa Salenrang, 
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.  
Berawal ketika terdakwa AMIR Alias Miro Bin Sira  bertanya 
kepada korban RABIAH yaitu istri terdakwa sendiri perihal obat yang 
diberikan oleh korban kepada terdakwa karena setelah meminum 
obat pemberian dari korban tersangka merasa haus terus dan 
tenggorokannya kering, namun pada saat itu korban langsung 
mengatakan “dasar kamu laki-laki tidak tahu diuntung yang tahunya 
tinggal dirumah itu obat supaya kamu sembuh” mendengar perkataan 
korban tersebut terdakwa merasa emosi juga terhina kemudian pada 
saat itu terdakwa langsung memeluk korban kemudian menjatuhkan 
korban kelantai, tetapi pada saat itu korban meronta dan menendang 
terdakwa sehingga terdakwa bertambah emosi dan tidak terkendali 
sehingga terdakwa lari menuju dapur untuk mengambil parang yang 
berada dibelakang lemari dekat dapur rumah terdakwa juga tidak lain 
rumah korban .  
58 
 
Setelah mengambil parang terdakwa kembali ke arah korban  
yang posisi waktu itu korban  masih berada dilantai rumah dan 
terdakwa langsung mengayungkan ke arah kepala korban namun 
pada saat itu korban  sempat menahan serta memegang parang 
dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban  sehingga tangan 
kiri korban  mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, 
kemudian korban melakukan perlawanan dengan menendang 
kemaluan terdakwa dan terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa 
langsung menarik parang tersebut dari tangan kiri korban dan secara 
brutal serta membabibuta terdakwa kembali mengayunkan parangnya 
kearah kepala korban, kearah leher korban, muka dekat mata korban, 
punggung korban, lengan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian 
atas korban serta mengiris perut korban. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam 
kasus ini yakni yang dilakukan oleh Terdakwa Amir Alias Miro Bin Sira 
sebagai berikut : 
a. Primair 
Bahwa ia terdakwa AMIR Alias MIRO Bin Sira, pada hari Sabtu 
tanggal 16 April 2016 sekitar jam 01:00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya 
pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Barua 
Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum 
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Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas/menghilangkan nyawa orang lain yaitu 
RABIAH (isteri terdakwa), yang dilakukan terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut: 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
berawal ketika terdakwa AMIR Alias MIRO Bin Sira bertanya 
kepada korban RABIAH yaitu istri terdakwa sendiri perihal obat 
yang diberikan oleh korban Rabiah kepada terdakwa karena 
setelah meminum obat pemberian dari korban Rabiah tersangka 
merasa haus terus dan tenggorokannya kering, namun pada saat 
itu korban Rabiah langsung mengatakan “dasar kamu laki-laki tidak 
tahu diuntung yang tahunya tinggal dirumah itu obat supaya kamu 
sembuh” mendengar perkataan korban Rabiah tersebut terdakwa 
menjadi emosi juga terhina kemudian pada saat itu terdakwa 
langsung memeluk korban Rabiah kemudian menjatuhkan korban 
Rabiah kelantai, tetapi pada saat itu korban Rabiah meronta dan 
menendang terdakwa sehingga terdakwa bertambah emosidan 
tidak terkendali sehingga terdakwa lari menuju dapur untuk 
mengambil parang yang berada dibelakang lemari dekat dapur 
rumah terdakwa juga tidak lain rumah korban Rabiah. Setelah 
mengambil parang terdakwa kembali kearah korban Rabiah yang 
posisi pada waktu itu korban Rabiah masih berada dilantai rumah 
dan terdakwa langsung mengayunkan kearah kepala korban 
RABIAH namun pada saat itu korban RABIAH sempat menahan 
serta memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri 
korban Rabiah sehingga tangan kiri korban rabiah mengalami luka 
robek serta mengeluarkan darah, kemudian korban melakukan 
perlawanan dengan menendang kemaluan terdakwa dan terdakwa 
semakin emosi sehingga terdakwa langsung menarik parang 
tersebut dari tangan kiri korban dan secara brutal serta 
membabibuta terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah 
kepala korban, kearah leher korban, muka dekat mata korban, 
punggung korban, lengan kiri bagian atas dan lengang kanan 
bagian atas korban serta mengiris perut korban Rabiah. Dan 
kemudian korban Rabiah berteriak minta tolong sehingga di dengar 
oleh saksi Pr. Nuraeni serta saksi Lk. Syarifuddin lalu saksi Pr. 
Nuraeni serta saksi Lk. Syarifuddin langsung menuju kerumah 
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terdakwa dan disepanjang jalan saksi Pr. Nuraeni serta saksi Lk. 
Syarifuddin mendengar teriakan minta tolong dari korban Rabiah. 
Setelah sampai dipekarangan rumah terdakwa, saksi Lk. 
Syarifuddin berkata atau berteriak “ingatko amir istrimu kamu 
pukul” tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan Lk. 
Syarifuddin dan terdakwa menjawab “bukan urusanmu ini urusanku 
karena rumah tanggaku” kemudian saksi Lk. Syarifuddin menyuruh 
saksi Pr. Nuraeni untuk memanggil saksi Pr. Saharia, saksi Pr. 
Sohra, dan saksi Lk. Kaharuddin serta saksi Pr. Hilda kemudian 
sesampainya dirumah terdakwa. Saksi Pr. Nuraeni saksi Pr. 
Saharia, saksi Pr. Sohra, dan saksi Lk. Kaharuddin serta saksi Pr. 
Hilda juga Lk. Syarifuddin yang posisinya menunggu dihalaman 
rumah terdakwa mendengar suata atau teriakan dari korban 
Rabiah “tolonga kasiang kehabisan darahka ini” dan tidak lama 
kemudian korban Rabiah sempat keluar dan turun dari tangga 
rumah terdakwa tetapi baru satu anak tangga korban melangkah 
terdakwa kembali menarik kedua tangan korban Rabiah kembali 
naik ke dalam rumah terdakwa berteriak “rumah ini tidak akan saya 
buka kalau tidak ada polisi” lalu saksi Pr. Nuraini saksi Pr. Saharia, 
saksi Pr. Sohra, dan saksi Lk. Syarifuddin berteriak “buka pintu” 
lalu terdakwa kembali berteriak lalu berkata “jangan dulu 
mendekat” tidak lama kemudian pintu rumah terdakwa terbuka dan 
terdakwa mengeluarkan korban rabiah yang berlumuran darah di 
seluruh tubuh korban kemudian saksi Pr. Saharia, saksi Pr. Sohra, 
saksi Lk. Kaharuddin langsung menolong korban Rabiah yang 
pada saat itu sudah dalam kondisi kritis dan langsung membawa 
korban dengan menggunakan ambulance ke Rumah Sakit Umum 
Salewangan.  
Bahwa berdasarkan VISUM Et REPERTUM No. 
023/IGD/RSSM/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dikeluarkan 
oleh dr. Sandy Kartika Purnomo dengan hasil pemeriksaan korban 
masuk dalam keadaan meninggal, yaitu : 
 Kepala : Tampak luka robek pada kepala atas ukuran 4 cm x 
0,3 cm, tampak 3 (tiga) buah luka robek pada kepala atas, 
luka I ukuran 8 cm x 1,5 cm, luka II ukuran 4 cm x 0,5 cm 
dan luka III ukuran 4 cm x 0,5 cm. 
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 Wajah : Tampak luka robek pada wajah ukuran 3,5 cm x 0,5 
cm, tampak luka lecet pada rahang kiri ukuran 4 cm, tampak 
luka lecet rahang bagian kanan ukuran 6,5 cm, tampak luka 
lecet pada hidung atas ukuran  cm. 
 Leher : tidak ditemukan kelainan. 
 Dada : tidak ditemukan kelainan 
 Perut : Tampak luka lecet pada perut ukuran 4 cm. 
 Anggota gerak atas : tampak luka robek pada tangan kanan 
bawah ukuran 1 cm x 0,3 cm, tampak luka robek pada 
jempol tangan kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm, tampak memar 
dan luka lecet pada lengan atas, tampak luka robek pada 
telapak tangan kiri ukuran 8 cm x 0,3 cm. 
 Punggung : tampak 4 buah luka robek pada bahu kiri, luka I 
ukuran 4 cm x 0,8 cm, luka II ukuran 4 cm x 0,8 cm, luka III 
ukuran 4,5 cm x 0,8 cm, luka IV ukuran 4,5 cm x 1 cm. 
 Pinggang : tidak ditemukan kelainan. 
 Anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kiri 
ukuran 1,3 cm, tampak luka robek pada betis kiri ukuran 1,5 
cm x 0,3 cm. 
Kesimpulan :  
Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam dan 
mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa sebaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 340 KUHP. 
b. Subsidiair 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 





c. Lebih Subsidiair 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 531 Ayat (3) KUHP. Atau kedua perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya menuntut sebagai 
berikut : 
1) Menyatakan terdakwa AMIR ALIAS MIRO BIN SIRA, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
rumah tangga mengakibatkan matinya orang (Pr. Rabiah)” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 
Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR ALIAS MIRO BIN 
SIRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 
3) Menyatakan barang bukti berupa : 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 
sekitar 38 cm dan lebar 4 cm; 
- 1 (satu) lembar baju terdakwa kemeja warna putih; 
- 1 (satu) lembar baju korban dengan warna daster motif 
batik. 
Dikembalikan kepada keluarga korban An. Sohra. 
- 1 (satu) buku nikah nomor : 10086158 
4) Menyatakan supaya terdakwa AMIR ALIAS MIRO BIN SIRA 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan 
Dalam Perkara Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs, Majelis Hakim 
memutuskan : 
MENGADILI 
1) Menyatakan Terdakwa Amir Alias Miro Bin Sira telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang 
mengakibatkan mati”. 
2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 
dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun; 
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, 
dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 
4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5) Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 
sekitar 38 cm dan lebar 4 cm; 
- 1 (satu) lembar baju terdakwa kemeja warna putih. 
Dirampas untuk dimunahkan. 
- 1 (satu) buku nikah nomor : 10086158 
- 1 (satu) lembar baju korban dengan warna daster motif batik 
Dikembalikan kepada keluarga korban An. Sohra. 
6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah. 
 
5. Analisa Penulis 
Menurut penulis, penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan bentuk Surat Dakwaan kombinasi, 
yakni gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan 
subsidaritas, yang mana dakwaan alternative adalah surat dakwaan 
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yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan 
alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. 
Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tetang 
tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Sama halnya 
dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari 
beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan 
maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan yang 
sebelumnya. Sistematil lapisan disusun secara berurut dimulai dari 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. 
Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah 
memenuhi syarat-syarat dari surat dakwaan yang tercantum dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP yakni : 
Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaa 
tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
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Ketentuan dari pasal tersebut mengandung makna bahwa di 
dalam penyusuan surat dakwaan harus memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP yakni syarat formil dan materil. 
Syarat formil dan materil dalam surat dakwaan tersebut yakni: 
a. Syarat Formil 
Syarat formil yang dimaksud adalah identitas dari Terdakwa, 
dalam hal ini terdakwa dalam kasus kekerasan fisik dalam 
rumah tanggan menyebabkan mati. 
b. Syarat Materil 
Syarat materil berkaitan dengan penerapan hukum pidana 
materil terhadap suatu perkara. Mengenai syarat ini, 
dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Hal tersebut 
dilakukan agar tidak ada kekurangan yang mengakibatkan 
batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan 
tidak berhasil dibuktikan. 
Apabila dikaitkan dengan posis kasus yang telah dibahas 
sebelumnya, Terdakwa berdasarkan surat dakwaan yakni pada 
dakwaan Primair terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP, subsidair 
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dikenakan Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidair dikenakan Pasal 351 
ayat (3) KUHP, atau kedua Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penuntut  
Umum dalam hal ini menuntut terdakwa dikenakan pada Pasal 44 ayat 
(3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga yakni kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 
menyebabkan mati. Maka untuk mengetahui kesesuaian antara tindak 
pidana tersebut dengan tuntutan oleh Penuntut Umum, penulis akan 
menguraikan unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi dari perbuatan itu 
dapat dihukum, sebagai berikut : 
1) Unsur Setiap Orang 
Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut 
hukum pidana sama halnya dengan setiap orang ialah setiap 
orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan 
suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Amir 
alias Miro Bin Sira yang dapat dituntut dan dimintai 
pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. 
Bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, 
yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas 
dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal 
mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan 
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terdakwa sendiri dipersidangkan maka untuk menetukan 
terbuktinya unsur setiap orang haruslah dibuktikan dan 
dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari 
perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. 
Setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 
terdakwa Amir Alias Miro Bin Sira yang telah membenarkan 
identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut 
Umum dan selama proses persidangan berlangsung tidak 
didapatkan petunjuk adanya kekeliruan orang/subyek hukum 
(Error in Persona). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan 
di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah 
menurut hukum. 
2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga 
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbunya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
68 
 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum lingkup 
rumah tangga. 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan kekerasan, bahkan didalam 
yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu penegasan yang 
dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang 
tepat tentang pengertian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 89 
KUHP, disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan. 
Melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan 
orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang 
sangat. 
Menurut Prof. Mr. Simon17 kekerasan atau geweld 
adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak 
berarti, setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu 
ringan.  
Menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu 
                                                          
17 Leerboek van Het Nederlandse strafrecht I, 1937, hal. 106-107 
69 
 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan di dalam Pasal 2 ayat (1) 
menyebutkan lingkup rumah tangga adalah: 
a. Suami, isteri, dan anak; 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 
rumah tangga; dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, nyatalah jika 
Terdakwa menikah dengan korban (Pr. Rabiah) pada 
tahun 1989 dan dikaruniai 1 (satu) orang tetapi telah 
meninggal sejak kecil. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 
2016, sekitar pukul 02:00 wita bertempat di Rumah 
Terdakwa di Dusun Barua, desa Salenrang, Kecamatan 
Bontoa, Kabupaten Maros, terdakwa Amir alias Miro Bin 
sira telah membunuh korban Rabiah. 
Awal mula terjadinya pembunuhan terhadap korban, 
yakni pada saat terdakwa pulang lalu terdakwa minta 
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kepada istri Terdakwa (korban Rabiah) agar korban 
mengobati terdakwa lalu istri terdakwa memberikan obat. 
Setelah meminum obat yang telah diberikan oleh istri 
terdakwa, kerongkongan terdakwa terasa kering lalu 
terdakwa bertanya kepada istri terdakwa bahwa obat apa 
yang telah korban berikan sehingga kerongkongan 
terdakwa terasa kering dan entah mengapa tiba-tiba 
terdakwa khilaf lalu terdakwa membunuh istri terdakwa. 
Dengan menggunakan sebilah parang yang waktu itu 
tersimpan didapur tepatnya dibelakang lemari. Terdakwa 
tidak ingat lagi berapa kali terdakwa mengayunkan 
parangnya ke arah (Pr. Rabiah). 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan, nyatalah telah diperiksa korban bernama 
Rabiah. dr. Sandy Kartika Purnomo bertempat di Instaasi 
rumah Sakit Umum daerah Salewangang Maros, pada 
tanggal…pukul…waktu Indonesia bagian tengah dan 
hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban 
datang dalam keadaan telah meninggal yaitu Kepala : 
tampak luka robek pada kepala atas ukuran 4 cm x 0,5 
cm, tampak 3 (tiga) buah luka robek pada kepala atas, 
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luka I ukuran 8 cm x 1,5 cm, luka II ukuran 4 cm x 0,5 cm 
dan luka III ukuran 4 cm x 0,5 cm, Wajah : tampak luka 
robek pada wajah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm, tampak luka 
lecet pada rahang kiri ukuran 4 cm, tampak luka lecet 
pada rahang bagian kanan ukuran 6,5 cm, tampak luka 
lecet pada hidung atas ukuran 2 cm, Leher : tidak 
ditemukan kelainan, Dada : tidak ditemukan kelainan, 
Perut : tampak luka lecet pada perut ukuran 4 cm, 
Anggota gerak atas : tampak luka robek pada tangan 
kanan bawah ukuran 1 cm x 0,3 cm, tampak luka robek 
pada jempol tangan kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm, 
tampak memar dan luka lecet pada lengan atas, tampak 
luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 8 cm x 0,3 
cm, Punggung : tampak 4 buah luka robek pada bahu 
kiri, luka I ukuran 4 cm x 0,8 cm, luka II ukuran 4 cm x 
0,8 cm, luka III ukuran 4,5 cm x 0,8 cm, luka IV ukuran 
4,5 cm x 1 cm, Pinggang : tidak di temukan kelainan, 
anggota gerak bawah : tampak luka lecet pada lutut kiri 
ukuran 1,3 cm, tampak luka robek pada betis kiri ukuran 
1,5 cm x 0,3 cm. kesimpulan: kelainan tersebut 
diakibatkan oleh trauma benda tajam. Dari kenyataan-
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kenyataan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur yang kedua.  
3) Mengakibatkan mati 
Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
dihubungkan dengan akibat-akibat yang diderita oleh korban, 
dapat diterangkan bahwa luka-luka yang diderita korban 
semata-mata disebabkan oleh peristiwa pemarangan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dari kenyataan-kenyataan 
tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang 
ketiga. 
Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam 
dakwaan kedua yaitu Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang sah yang 
terungkap dalam persidangan juga semakin membuktikan 
terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan 
Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya dalam 
Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan 
hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum 
tentang statusnya. Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai, 
untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk 
melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang 
ada dan disertai keyakinannya. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan 
putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari 
segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan 
Pengadilan Negeri Maros oleh Penuntut Umum yang telah didakwa 
dengan dakwaan sebagai berikut : Dakwaan Primair yakni melanggar 
ketentuan Pasal 340 KUHP, Subsidair yakni melanggar Pasal 338 
KUHP, dan Lebih Subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (3) 
KUHP, atau Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, 
terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan Pembelaas 
(pledio), yang pada pokoknya terdakwa mengakui semua 
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perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa 
menyesali perbuatannya. 
Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum 
terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pasa tuntutannya, begitupula 
penasehat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya. 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 
sekitar 38 cm dan lebar 4 cm; 
- 1 (satu) lembar baju terdakwa kemeja warna putih; 
- 1 (satu) lembar baju korban dengan warna daster motif 
batik; 
- 1 (satu) buku nikah nomor 10086158 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah menghadarikan saksi-saksi yang memberikan keterangan 
dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai 
berikut: 
1) Saksi Kaharuddin Bin Ruddin 
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan atas pembunuhan yang 
dilakukan oleh terdakwa (Amir alias Miro Bin Sira) terhadap 
korban (Pr. Rabiah) 
- Bahwa antara terdakwa dengan korban adalah hubungan 
sebagai suami istri. 
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, Tanggal 16 April 2016, 
sekitar pukul 04:00 wita bertempat di rumah korban Pr. 
Rabia di Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, 
Kabupaten Maros. 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan 
tersebut. 
- Bahwa saksi mengetahui berawal ketika saksi disampaikan 
oleh Pr. Firda dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi 
berangkat menuju rumah Pr. Rabia bersama istri saksi (Pr. 
Sohra). 
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa 
membunuh korban Rabiah. 
75 
 
- Bahwa yang saksi lihat/dengar setiba saksi di rumah korban, 
saksi mendengar korban berteriak minta tolong “tolongka, 
matika ini karena kehabisan darahka”, namun saksi tidak 
dapat menolongnya karena terdakwa mengunci pintu 
rumahnya namun terdakwa berkata/menjawab bahwa “saya 
bukaji ini pintu kalau ada Polisi”, lalu saksi kerumah Lel. 
Sainuddin untuk meminta bantuan agar menghubungi Polisi, 
setelah itu saksi kembali lagi kerumah korban untuk melihat 
kondisi korban dan saksi berteriak lagi agar terdakwa 
membuka pintu dan kalau ada apa-apanya korban saksi 
akan menuntut korban lalu terdakwa membuka pintu dan 
menyimpan korban didepan pintu dalam keadaan kritis lalu 
saksi ambil korban untuk saksi selamatkan namun korban 
tidak terselamatkan, korban meninggal dunia dalam 
perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Salewangan 
Maros. 
- Bahwa yang ada di tempat kejadian selain saksi ada juga 
istri saksi (Pr. Sohra), Pr. Saharia, Pr. Wahida, Pr. Nuraeni 
dan Lel. Syarifuddin. 
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit waktu itu ada 
saksi Pr. Sohra dan Pr. Saharia. 
- Bahwa polisi datang ke TKP pada pukul 06:00 pagi. 
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu korban keluar dari rumah 
dan setelah korban berada pada tangga kedua lalu korban 
ditarik lagi oleh terdakwa masuk kedalam rumahnya. 
- Bahwa korban mengalami luka akibat perbuatan terdakwa 
pada luka bagian kepala, lengan, muka, perut dan kaki. 
- Bahwa korban banyak mengeluarkan darah akibat luka yang 
dideritanya. 
- Bahwa korban mengalami luka akibat benda tajam (sebilah 
parang). 
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa membunuh korban 
adalah milik terdakwa karena saksi sering melihat parang 
tersebut sering dibawa oleh terdakwa ke kebunnya. 
- Bahwa korban ditolong dan dibawa ke rumah sakit lalu 




- Bahwa yang saksi ketahui jika terdakwa sakit setelah 
terdakwa ditahan/ dipenjara. 
- Bahwa kondisi/keadaan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari dalam rumah dan meletakkannya 
di depan pintu, korban Nampak sarung terlilit dilehernya dan 
banyak mengalami luka dan berlumuran darah. 
- Bahwa yang mengambil/menggotong korban dari atas 
rumahnya menuju kebawah saksi bersama masyarakat 
lainnya. 
- Bahwa terdakwa nikah dengan korban tahun 1989. 
 
2) Saksi Sohra Binti Baddu Rasak 
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban yaitu 
hubungan sebagai suami istri. 
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan sehubungan 
terjadinya pembunuhan terhadap korban pada Sabtu, 
tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 04:00 wita bertempat di 
rumah korban di Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan 
Bontoa, Kabupaten Maros. 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan 
tersebut tetapi diberitahu oleh Pr. Firda dan setelah 
mengetahui hal tersebut lalu saksi berangkat menuju rumah 
korban untuk menolongnya. 
- Bahwa yang saksi lihat/denga setiba saksi di rumah korban 
yakni mendengar korban berteriak minta tolong karena 
korban telah diparangi oleh terdakwa namun saksi tidak bisa 
menolongnya karena terdakwa mengunci pintu rumahnya 
namun beberapa saat setelah itu, korban keluar dari rumah 
dalam keadaan berlumurab darah namun pada saat korban 
berada ditangga yang kedua, terdakwa menarik korban 
masuk kedalam rumahnya kemudian menutup dan 
mengunci kembali pintu rumahnya dan setelah itu saksi 
tidak pernah mendengar lagi suara dari korban untuk minta 
tolong hingga terdakwa mengeluarkan kembali korban dan 
meletakkannya depan pintu dalam kondisi kritis. 
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- Bahwa yanga da ditempat kejadian tersebut pada waktu itu 
selain saksi ada juga Lel. Kaharuddin, Pr. Sohra, Pr. 
Wahida,, Pr. Nuraeni dan Lel. Syarifuddin. 
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit waktu itu 
adalah saksi bersama Lel. Kaharuddin, dan Pr. Sohra. 
- Bahwa polisi datang ke TKP waktu itu sekitar pukul 06:00 
pagi. 
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu melihat korban 
keluar dari rumah dan setelah korban berada pada tangga 
kedua lalu ia ditarik lagi oleh terdakwa untuk masuk kedalam 
rumahnya hanya melihatnya namun saksi tidak dapat 
berbuat apa-apa karena saksi merasa takut. 
- Bahwa korban banyak mengalami luka akibat perbuatan 
terdakwa yakni luka pada bagian kepala, lengan, muka, 
perut dan kaki. 
- Bahwa korban banyak mengeluarkan darah akibat luka yang 
disebabkan oleh parang. 
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk membunuh 
korban adalah milik terdakwa karena saksi sering melihat 
parang tersebut sering dibawa oleh terdakwa ke kebunnya. 
- Bahwa ada sekitar 30 menit setelah korabn ditolong dan 
dibawa ke Rumah Sakit lalu korban meninggal dunia. 
- Bahwa sebelum korban menghembuskan nafas, korban 
masih sempat bicara dan menyampaikan kepada saksi 
bahwa “pada waktu pukul 02:00 malam tadi saksi lagi asyik-
asyiknya tidur lalu terdakwa mencincang kepala/tubuhku 
dan hal itu sudah 2 (dua) kali terdakwa rencanakan untuk 
membunuh korban namun baru hari ini terwujud 
keinginannya”. 
- Bahwa yang mendengarkan pembicaraan/penyampaian 
korban kalau korban telah diparangi oleh terdakwa sebelum 
korban menghembuskan nafas (meninggal dunia) adalah 
saksi dan Pr. Sohra karena waktu itu saksi berdua berada 
didekat kepala korban. 
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) 
meter waktu korban keluar dari rumah setelah korban 
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diparangi oleh terdakwa lalu korban ditarik lagi dengan 
terdakwa kedalam rumahnya. 
- Bahwa kondisi/ keadaan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari dalam rumah dan meletakkannya 
didepan pintu tampak sarung terlilit dilehernya dan banyak 
mengalami luka dan berlumuran darah. 
 
3) Saksi Nuraeni Binti Bado Dg. Lantik 
- Bahwa saksi dihadapka dipersidangan ini sehubungan 
pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. 
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban 
hubungannya sebagai suami-istri. 
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggan 16 April 2016, 
sekitar pukul 04:00 wita bertempat di rumah korban di 
Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, 
Kabupaten Maros. 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan 
tersebut tetapi berawal dari saksi mendengar suara korban 
minta tolong lalu saksi setelah berada di bawah kolong 
rumah korban, saksi mendengar ada suar orang memukul 
namun saksi tidak sempat melihat apa yang terjadi karena 
keadaan/suasanya gelap dibawah kolong rumah lalu saksi 
Kaharuddin berkata dari bawah kolong rumah bahwa 
“sadarko Miro” dan terdakwa menjawabnya bahwa tidak 
usah kau ikut campur, ini urusan saya namun beberapa saat 
setelah itu, korban keluar dari rumah dalam keadaan 
berlumuran darah namun pada saat korban berada ditangga 
kedua, terdakwa menarik korban masuk kedalam rumahnya 
kemudian menutup pintu dan mengunci kembali pintu 
rumahnya dan setelah itu saksi tidak pernah mendengar lagi 
suara dari korban untuk minta tolong hingga terdakwa 
mengeluarkan kembali korban dan meletakkannya depan 
pintu dalam kondisi kritis. 
- Bahwa saksi tidak menegtahui secara persis alasan 
terdakwa membunuh korban namun yang saksi ketahui 




- Bahwa selain saksi di tempat kejadian ada Lel. Syafruddin, 
Lel. Kaharuddin, Pr. Sohra, Pr. Wahida dan Pr. Saharia. 
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit waktu itu 
saksi Lk. Kaharuddin, Pr. Saharia dan Pr. Sohra. 
- Bahwa polisi datang ke TKP pada pukul 06.00 pagi. 
- Bahwa saksi tidak dapat berbuat apa apa saat melihat 
korban di tarik kembali oleh terdakwa saat sudah berada di 
tangga karena saksi merasa takut. 
- Bahwa Korban banyak mengalami luka akibat perbuatan 
terdakwa yaitu; luka pada bagian kepala, lengan, muka, 
perut dan kaki. 
- Bahwa Korban banyak mengeluarkan darah akibat luka 
tersebut. 
- Bahwa parang yang di gunakan Terdakwa membunuh 
korban adalah milik Terdakwa karena saksi sering melihat 
parang tersebut sering di bawa oleh Terdakwa ke kebunnya. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama setelah korban 
ditolong dan di bawa kerumah sakit lalu korban meninggal 
dunia karena sakai tidak ikut mengantar korban ke rumah 
sakit waktu itu hanya menurut informasi yang saksi denagr 
sekitar 30 menit dan belum sampai dijalan raya korban 
meninggal dunia. 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 200 
meter. 
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari rumah setelah ia diparangi oleh 
suaminya lalu ditarik kembali dengan terdakwa kedalam 
rumahnya ada sekitar 3 (tiga) meter. 
- Bahwa kondisi/keadaan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari rumah dan meletakkannya 
didepan pintu tampak sarung terlilit dilehernya dan banyak 
mengalami luka dan berlumuran darah. 
- Bahwa yang mengambil/menggotong korban dari atas 
rumahnya menuju kebawah adalah Lel. Kaharuddin beserta 
masyarakat lainnya. 




4) Saksi Saharia Binti Baddu Rasak 
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban yaitu 
sebagai suami istri. 
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan terjadinya 
pembunuhan terhadap korban pada hari Sabtu, Tanggal 16 
April 2016, sekitar pukul 04:00 wita bertempat di rumah 
korban di Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan 
Bontoa, Kabupaten Maros. 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan 
tersebut tetapi diberitahu oleh saksi Pr. Firda dan setelah 
mengetahui hal tersebut lalu saksi berangkat menuju rumah 
korban untuk menolongnya. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengapa 
terdakwa membunuh istrinya namun yang saksi ketahui 
bahwa terdakwa sebelumnya sering bertengkar dengan 
korban. 
- Bahwa yang saksi lihat/dengar setiba saksi di rumah korban 
yakni mendengar korban berteriak minta tolong karena 
korban telah diparangi oleh terdakwa namun saksi tidak bisa 
menolongnya karena terdakwa mengunci pintu rumahnya 
namun beberapa saat setelah itu, korban keluar dari rumah 
dalam keadaan berlumuran darah namun pada saat korban 
berada ditangga yang kedua, terdakwa menarik korban 
masuk kedalam rumahnya kemudian menutup dan 
mengunci kembali pintu rumahnya dan setelah itu saksi 
tidak pernah mendengar lagi suara dari korban untuk minta 
tolong hingga terdakwa mengeluarkan kembali korban dan 
meletakkannya depan pintu dalam kondisi kritis. 
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut pada waktu itu 
selain saksi ada juga Lel. Kaharuddin, Pr. Sohra, Pr. 
Wahida, Pr. Nuraeni dan Lel. Syarifuddin. 
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit waktu itu 
adalah saksi bersama Lel. Kaharuddin dan Pr. Sohra. 
- Bahwa polisi datang ke tempat kejadian perkara waktu itu 
sekitar pukul 06:00 pagi. 
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu saksi melihat korban 
keluar dari rumah dan setelah korban berada pada tangga 
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kedua lalu ia ditarik lagi oleh terdakwa untuk masuk kedalam 
rumahnya hanya melihatnya namun saksi tidak dapat 
berbuat apa-apa karena saksi merasa takut. 
- Bahwa korban banyak mengalami luka akibat perbuatan 
terdakwa yakni luka pada bagian kepala, lengan, muka, 
perut dan kaki. 
- Bahwa korban banyak mengeluarkan darah akibat luka yang 
disebabkan oleh parang. 
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk membunuh 
korban adalah milik terdakwa karena saksi sering melihat 
parang tersebut dibawa terdakwa kekebunnya. 
- Bahwa ada sekitar 30 menit setelah korban ditolong dan 
dibawa ke rumah sakit lalu korban meninggal dunia. 
- Bahwa sebelum korban menghembus nafas, korban masih 
sempat bicara dan menyampaikan kepada saksi bahwa 
pada waktu pukul 02:00 malam tadi saksi lagi asyik-asyiknya 
tidur lalu terdakwa mencincang kepala/tubuh korban dan hal 
itu sudah 2 (dua) kali terdakwa rencanakan untuk 
membunuh korban namun baru hari ini terwujud keinginan 
terdakwa. 
- Bahwa yang mendengarkan pembicaraan/penyampaian 
korban kalau korban telah diparangi oleh terdakwa sebelum 
korban menghembuskan nafas (meninggal dunia) adalah 
saksi dan Pr. Sohra karena waktu itu saksi berdua berada 
didekat kepala korban. 
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) 
meter waktu korban keluar dari rumah setelah korban 
diparangi oleh terdakwa lalu korban ditarik lagi dengan 
terdakwa kedalam rumahnya. 
- Bahwa kondisi/keadaan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari dalam rumah dan meletakkannya 
didepan pintu tampak saring terlilit dilehernya dan banyak 
mengalami luka. 
 
5) Saksi syafruddin Bin H. bado 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan 
pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. 
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- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban adalah 
suami istri. 
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 , 
sekitar pukul 04:00 wita bertempat di rumah korban di 
Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, 
Kabupaten Maros. 
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut. 
- Bahwa saksi menegtahui berawalnya saksi mendengar 
suara korban minta tolong lalu saksi bersama istri saksi 
(Pr.Nuraeni) pergi  kerumah korban dan setelah saksi 
berada dibawah kolong rumah, saksi mendengar ada suara 
orang memukul namun saksi tidak dapat melihat apa yang 
terjadi di atas rumah karena keadaan/suasananya dibawah 
kolong rumah waktu itu dalam keadaan gelap lalu saksi 
berkata dari bawah rumah bahwa “sadarko Miro” dan 
terdakwa menjawabnya bahwa tidak usah kau ikut campur, 
ini urursan saksi namun beberapa saat setelah itu, korban 
keluar dari rumah dalam keadaan berlumuran darah namun 
pada saat korban berada ditangga yang kedua, terdakwa 
menarik korban masuk kedalam rumahnya dan setelah itu 
saksi tidak pernah mendengar lagi suara dari korban untuk 
minta toong hingga terdakwa mengeluarkan kembali korban 
dan meletakkanya depan pintu dalam kondisi kritis. 
- Bahwa saksi tidak menegtahui apa yang menyebabkan 
sehingga korban dibunuh oleh terdakwa namun yang saksi 
ketahi bahwa terdakwa sebelumnya sering bertengkar 
dengan korban. 
- Bahwa saksi yang ada ditempat kejadian tersebut pada 
waktu tiu ada istri saksi (Pr.Nuraeni), Lel. Kaharuddin, Pr. 
Sohra, Pr. Sohra, Pr. Wahida dan Pr. Saharia. 
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit waktu itu ada 
Lel. Kaharuddin, Pr. Saharia dan Pr. Sohra. 
- Bahwa polisi datang ke TKP pada pukul 06:00 pagi. 
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa pada waktu saksi 
melihat korban keluar dari rumah dan setelah korban berada 
pada tangga kedua lalu korban ditarik lagi oleh terdakwa 
untuk masuk kedalam rumahnya karena saksi merasa takut. 
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- Bahwa korban banyak mengalami luka pada bagian kepala, 
muka, perut dan aki akibat perbuatan terdakwa dan korban 
banyak mengeluarkan darah akibat luka tersebut. 
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa membunuh korban 
adalah milik terdakwa karena saksi sering melihat parang 
tersebut sering dibawa oleh terdakwa ke kebunnya. 
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah korban 
ditolong dan dibawa ke rumah sakit lalu korban meninggal 
dunia. 
- Bahwa jarak anatar rumah saksi dengan rumah korban ada 
sekitar 200 meter. 
- Bahwa jarak anatara saksi dengan korban waktu korban 
keluar dari rumah setelah korban diparangi oleh terdakwa 
lalu korban ditarik lagi dengan terdakwa kedalam rumanhya 
sekitar 3 (tiga) meter. 
- Bahwa kondisi/keadaan korban sewaktu terdakwa 
mengeluarkan korban dari dalam rumah dan meletakkannya 
didepan pintu tampak sarung terlilit dilehernya dan banyak 
mengalami luka dan berlumuran darah. 
- Bahwa yang mengambil/menggotng korban dari atas 
rumanhya menuju kebawah adal Lel. Kaharuddin beserta 
masyarakat lainnya. 
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban sejak tahun 1989. 
- Bahwa saksi tidak sering bangun pada waktu tengah malam 
hanya kebetulan waktu itu saksi ada niat pergi 
menangkap/menjual ikan sehingga malam itu cepat bangun. 
 
6) Saksi dr. Sandi Kartika Purnomo 
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan 
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa 
ada paksaan. 
- Bahwa saksi dipanggil atas kematian korban yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. 
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tangggal 16 April 2016 
sekitar pukul 06:00 pagi korban dibawah oleh keluarganya 
ke Rumah Sakit Salewangan Maros dalam keadaan 
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berlumuran darah lalu saksi melakukan tindakan 
pemeriksaan terhadap korban di Unit Gawat Darurat selaku 
dokter jaga dibantu perawat pada hari itu dan menurut 
penyampaian keluarganya bahwa Koran mengalami luka 
akibat perbuatan terdakwa. 
- Bahwa menurut penyampaian keluarganya bahwa korban 
sudah meninggal dunia namun untuk memastikan hal 
tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban 
dengan cara memeriksa nadinya dan ternyata benar korban 
telah meninggal dunia. 
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menegtahui kalau korban 
telah meninggal dunia memfoto seluruh badan korban lalu 
membersihkan luk-lukanya. 
- Bahwa luka diderita korban akibat perbuatan terdakwa 
mengalami luka : luka robek pada bagian kepala sebanyak 4 
robekan, punggung kirim lengan kanan bawah dan kaki kiri. 
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, korban 
mengalami luka akibat benda tajam. 
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, luka yang 
dialami korban kurang dari 6 jam lalu tiba di Rumah sakit 
karena darah yang terdapat pada luka korban masih 
terdapat darah segar. 
- Bahwa yang membawa/mengantar korban ke rumah sakit 
adalah keluarga dan kerabatnya. 
- Bahwa sewaktu korban dibawah ke rumah sakit, korban 
dalam keadaan mengenakan pakaian lengkap. 
- Bahwa korban banyak mengalami luka akibat perbuatan 
terdakwa dibagian kepala, lengan, muka, perut dan kaki. 
- Bahwa luka yang diderita korban adalah akibat benda tajam 
(sebilah parang). 
- Bahwa semua pasien yang masuk kedalam Unit Gawat 
Darurat di foto terutama kalau pasien mengalami luka akibat 
perbuatan seseorang. 
- bahwa jika melihat luka yang diderita oleh korban, korban 
susah untuk tertolong karena akibat banyaknya luka yang 
terdapat pada bagian kepala dana da lukan dibagaian 
85 
 
kepala dalam keadaan terbuka dan pada celah luka tersebut 
Nampak terlihat otak korba. 
- Bahwa kondisi rambut korban sewaktu dibawa ke rumah 
sakit dalam keadaan utuh dan tim media melakukan 
tindakan mencukur rambut korban pada waktu akan 
menangani luka yang terdapat pada bagian kepala korban. 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi 
tersebut terdakwa membenarkannya, namun ada beberapa 
keterangan saksi yang terdakwa keberatan. Dan terdakwa tidak 
akan mengajukan saksi Ad charge atau saksi yang 
meringankan. 
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti 
surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 023/IGD/RSSM/IV/2016 
tanggal 16 April 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit 
Salewangan Maros dan ditandatangani oleh dr. Sandy Kartika 
Purnomo dengan hasil pemeriksaan korban masuk dalam 
keadaan meninggal. 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokonya telah mengakui 
perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam 
berita acara persidangan. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dardari 
dakwaan kedua, sehingga majelis berkesimpulan bahwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (3) 
UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini 
telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidan sebagaimana yang didakwakan 




Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama 
persidangan berlangsung terdakwa pada waktu melakukan 
perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka 
tiada alasan apapun yang mengecualikan pidananya, maka 
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan 
dijatuhkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan 
memenuhi tuntutan keadilan. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa : 
Hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban 
kehilangansalah satu anggota keluarga. 
Hal yang meringankan : 
 Terdakwa menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
2. Analisa Penulis 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi 
terdakwa. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi 
pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan terdiri dari 
dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 
barang bukti, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan 
hukum pidan dan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini 
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apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 
sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Putusan pemidanaan terjadi apabila dalam proses persidangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terbukti atau 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa 
terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan pasal 183 KUHAP, yakni : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang benar-benar melakukannya.” 
 
Setelah proses persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim 
harus dengan cermat dalam mengelola dan menghubungkan antara 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembelaas, maupun 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga dari hasil 
tersebut dapat memperoleh keputusan sesuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku. 
Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pidana terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jera dan 
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memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya serta untuk 
mayarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, berdasarkan hasil 
wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim di 
Pengadilan Negeri Maros yakni Fifiyanti, S.H.,M.H pada hari Kamis 19 
Januari 2017 pukul 14:30 wita, menyatakan bahwa : 
“alasan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan 
mengabulkan dakwaan kedua jaksa penuntut umum yakni 
Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak 
menggunakan KUHP ini didasarkan pada asas lex specialis 
derogate legi generali (hukum yang bersifat khusus 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dimana KUHP 
merupakan undang-undang yang bersifat umum sedangkan UU 
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah undang-undang yang bersifat khusus. 
Selain itu dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan maka majelis hakim memutus hukuman maksimal 
15 tahun karena perbuatan terdakwa telah membuat matinya 
korban, dan dalam posisi kasus dijelaskan bahwa terdakwa 
sempat mengeluarkan korban namun ditarik kembali ke dalam 
rumah sehingga korban tidak bisa diselamatkan dengan segera. 
Hakim berpendapat penjatuhan pidana itu sudah sesuai dengan 
apa yang menurut hakim dan sudah setimpal dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa, pada sisi lain juga hakim 
mempertimbangkan dari kepentingan korban, keluarga korban, 
serta dampak yang timbul daripada perbuatan yang dilakukan 
terdakwa, serta ada efek jera social untuk menjadi peringatan 




Dalam mempertimbangkan ha tersebut, hakim melihat bahwa 
pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan 
sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolute, 
namun mendasarkan pada teori pemidanaan relative yang melihat 
bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan 
perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak 
melakukan tindak pidana lagi. 
Menurut penulis, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap 
terdakwa sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana 15 tahun yang 
cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam putusan, hakim 
menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa yakni 15 tahun dan hal 
tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun 
dalam putusan hakim mencantumkan hal yang meringankan yakni 
terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, terdakwa dalam 
membunuh korban melakukannya dengan cara sadis, maka dari itu 
dianggap adil dan perlu apabila pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa dengan hukuman yang berat. 
Berkaitan dengan putusan yang disampaikan oleh hakim, 
hubungannya dengan surat tuntutan Jaksa Penunut Umum, penulis 
sependapat dengan hakim dalam menambahkan dasar pertimbangan 
penjatuhan putusan yakni hal-hal yang memberatkan. Hal-hal tersebut 
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adalah perbuatan terdakwa telah dengan sadisnya melakukan 
kekerasan kepada korban yang merupakan istrinya sendiri yang 
mengakibatkan mati. Hal ini bersesuaian dengan penjelasan yang 
dijelaskan pada wawancara salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Maros Fifiyanti, S.H.,M.H yang menangani perkara tersebut, 
menyatakan bahwa : 
“dalam kasus ini antara pelaku dengan korban merupakan 
suami istri, tinggal serumah dan telah menikah sejak tahun 
1989. Antara korban dengan tersangka memang sering 
bertengkar sehingga korban sering ke rumah saudaranya untuk 
menghindari pertengkaran.” 
Dari wawancara tersebut, proses pengambilan keputusan oleh 
Majelis Hakim dalam pertimbangannya memang perlu menambahkan 
dalam hal-hal memberatkan guna untuk memberikan rasa keadilan 
terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan memberikan efek jera 
terhadap terdakwa. Selain itu juga perbuatan terdakwa dalam 
pembunuhan tersebut dilakukan dengan sadis. Hal itu telah terbukti 
dengan adanya surat yang diajukan dalam proses persidangan yakni 
hasil Visum et Repertum dari korban. 
Menurut penulis, selain setuju dengan penambahan pada hal-
hal yang memberatkan dalam penjatuhan putusan, hakim juga perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam hal ini 
perbuatan korban yang membuat terdakwa bertambah emosi. Hakim 
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harus lebih mempertimbangkan dari sisi hal yang meringankan 




















Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dan 
pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan antara lain: 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana dalam putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs telah tepat. 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan Subsidaritas Komulatif, yakni 
dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair 
melanggar Pasal 338 KUHP,  Lebih Subsidair melanggar Pasal 
351 ayat (3) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 44 ayat (3) UU 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni terbukti secara sah dan 
meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa adalah Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Antara 





2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
133/Pid.B/2016/PN.Mrs yaitu sebelum hakim menjatuhkan 
putusannya perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang 
memberatkan dan meringankan pidana yang terungkap dalam 
persidangan. Penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Terdakwa sudah sesuai dan cukup menimbulkan efek 
jera bagi pelaku. Hakim juga harus lebih mempertimbangkan dari 
sisi hal yang meringankan terhadap terdakwa dan 
mencantumkannya dalam putusan sebagai bahan pertimbangan. 
B. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa 
penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu 
kasus hendaknya memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan 
pelaku sehingga dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan 
apa yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan. 
2. Diharapkan Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan agar 
sekiranya juga perlu lebih teliti dalam mencantumkan alasan-
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